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PENDAHULUAN

A. Pengertian Hukum Acara Perdata

Dalam teori ilmu hukum kita mengenal ada dua macam fungsi
hukum yakni hukum materil dan hukum formil, diantara keduanya
saling ketergantungan dan tidak dapat dipisahkan antara satu
dengan lainnya, karena apabila masing-masing berdiri sendiri maka
tujuan hukum itu tidak akan dapat tercapai, demikian pula halnya
dengan hukum perdata. Dimana hukum perdata materil mengatur
hak dan kewajiban orang secara individu yang mengadakan
hubungan hukum dengan individu lainnya, peraturan hukum
perdata tersebut dikenal dengan istilah kaidah atau norma, yang
berlaku ditengah masyarakat baik yang tertulis maupun yang tidak
tertulis. Norma tertulis baik yang secara resmi dibuat oleh negara
ataupun yang tidak resmi dibuat oleh lembaga-lembaga sosial,
adapun peraturan yang dibuat oleh negara secara resmi meliputi
peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) dan peraturan yang
bersifat tidak tertulis berupa peraturan hukum adat dan kebiasaan
yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, yang lazim
disebut dengan istilah hukum adat. Kesemua itu dinamakan dengan
hukum perdata (privat recht/privat law).

Sekalipun hukum perdata materil telah mengatur secara tegas
tentang hak dan kewajiban hukum individu ditengah masyarakat,
bukan berarti hal itu sudah merupakan jaminan mutlak setiap
individu akan mentaati atau mematuhi peraturan hukum materil
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